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MOTO 

Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah 

berjanji bahwa: 

“Fa inna ma’al – usri yusra” yang artinya “setiap kesulitan pasti ada kemudahan.” 

 (QS. Al-Insyirah 94:5-6) 

 

“Hatiku tenang mengetahui apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi 

takdirku dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku”  

(Umar bin Khattab) 

 

“Janganlah takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah 

jatuh. Dan jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-

orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah, karena dengan 

kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan 

yang benar pada langkah yang kedua”  

– Buya Hamka 
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Gelar perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan 

dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi 

kelompok untuk mendapatkan tanggaan masukan koreksi guna menghasilkan 

rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan 

(Pasal 1 angka 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 

6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana). Gelar perkara merupakan bagian 

integral dari sistem peradilan pidana terpadu yang bertujuan untuk memastikan 

transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan. Secara formal, gelar 

perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor.  

 

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) sebagai sebuah instrumen hukum publik yang mendukung 

pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materiil mempunyai tujuan 

penting yaitu mencari dan memperoleh kebenaran materiil. Seperti halnya tujuan 

pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat tertib, menciptakan 

ketertiban dan keseimbangan. Tercapainya ketertiban di dalam masyarakat adalah 

dengan harapan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam proses penegakan 

hukum, penyidikan tindak pidana merupakan tahap krusial yang menentukan arah 

penanganan suatu perkara. Agar penyidikan berjalan secara profesional, akuntabel, 

dan sesuai dengan prinsip due process of law, diperlukan mekanisme pengawasan 

internal yang sistematis. Salah satu instrumen penting dalam mekanisme tersebut 

adalah gelar perkara khusus, yang menjadi forum evaluasi formal untuk menilai 

kecukupan alat bukti, prosedur penyidikan, serta arah penanganan kasus. Gelar 

perkara khusus menjadi sarana untuk menjamin objektivitas dalam menangani 

perkara-perkara yang memiliki tingkat sensitivitas atau kompleksitas yang tinggi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah hasil gelar perkara 

khusus dapat menghentikan penyidikan dan Apakah ada upaya hukum terdapat 

penghentian penyidikan karena rekomendasi gelar perkara khusus. Penelitian ini 

merupakan penelitian hukum Normatif, yaitu adalah metode mencari aturan hukum, 

asas-asas hukum, serta ideologi-ideologi hukum, dalam rangka memecahkan 

permasalahan yang sedang dihadapi atau dialami. Penelitian ini bertujuan untuk 

menyajikan pemaparan secara terstruktur mengenai norma-norma hukum dalam 

suatu kategori tertentu, dengan menelaah keterkaitan antar regulasi, 

mengidentifikasi bagian-bagian yang mengalami kendala dalam penerapannya, 

serta mengevaluasi potensi arah perkembangan hukum di masa yang akan dating 

Penghentian penyidikan melalui gelar perkara khusus biasanya didasarkan pada 

beberapa hal seperti bukti yang tidak cukup, perkara bukan tindak pidana, atau 



 

xi 
 

adanya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara. Dalam peraturan terbaru 

yang dikeluarkan oleh Kapolri, penghentian penyidikan wajib melalui gelar perkara 

yang mempertimbangkan aspek materil dan formil, termasuk persyaratan 

perdamaian jika relevan dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Gelar 

perkara khusus juga dapat membuka kembali penyidikan yang sebelumnya 

dihentikan jika ditemukan bukti baru atau berdasarkan putusan praperadilan yang 

berkekuatan hukum tetap. penghentian penyidikan dapat dilakukan apabila dalam 

gelar perkara khusus ditemukan bahwa bukti yang ada tidak cukup untuk 

melanjutkan proses pidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) 

KUHAP yang mengatur bahwa penyidikan dapat dihentikan jika tidak diperoleh 

bukti yang cukup atau peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana. 

Gelar perkara khusus menjadi instrumen formal untuk memastikan bahwa 

penghentian penyidikan dilakukan secara sah dan transparan. Dalam Pasal 1 ayat 

(2) KUHAP, yang berbunyi “ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik 

dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari 

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak 

pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Norma ini tampak jelas, 

tetapi sesungguhnya mengandung dua bentuk kekaburan: kekaburan substantif dan 

kekaburan operasiona. Kekaburan substantif terlihat dari frasa “membuat terang 

tentang tindak pidana yang terjadi”. KUHAP tidak menjelaskan standar apa yang 

dimaksud dengan “terang”. Apakah terang berarti unsur delik telah terbukti, atau 

sekadar cukup alasan untuk mencurigai seseorang. Kekaburan definisi ini 

menimbulkan ruang interpretasi yang sangat luas. Penyidik dapat menilai sesuatu 

“terang” meski bukti masih lemah, sementara gelar perkara atau praperadilan dapat 

menilai bukti tersebut belum cukup. Kekaburan norma ini secara langsung 

mempengaruhi keputusan penyidik dalam menentukan apakah perkara dilanjutkan 

atau dihentikan. 
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ABSTRAK 

Gelar perkara merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana terpadu yang 

berfungsi sebagai mekanisme pengawasan internal guna menjamin profesionalitas, 

transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penyidikan tindak pidana. Salah satu 

bentuknya adalah gelar perkara khusus, yang dilakukan untuk menilai kecukupan 

alat bukti, prosedur penyidikan, serta menentukan arah tindak lanjut penanganan 

perkara, termasuk kemungkinan penghentian penyidikan. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah hasil gelar perkara khusus dapat menjadi dasar 

penghentian penyidikan serta mengkaji upaya hukum yang tersedia terhadap 

penghentian penyidikan yang didasarkan pada rekomendasi gelar perkara khusus. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap KUHAP, Peraturan 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019, serta doktrin 

dan asas-asas hukum acara pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara 

normatif, hasil gelar perkara khusus dapat menjadi dasar penghentian penyidikan 

apabila ditemukan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, 

yaitu tidak cukup bukti, peristiwa bukan tindak pidana, atau demi hukum. Gelar 

perkara khusus berfungsi sebagai forum formal untuk memastikan bahwa 

penghentian penyidikan dilakukan secara objektif dan sesuai dengan prinsip due 

process of law. 

Kata kunci (keyword): Gelar Perkara Khusus, Penyidikan, KUHAP. 
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